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PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 1?O TAHUN 2021

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENGEI.OLAAN KEUANGAN DESA

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian
hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan
keuangan desa, teLal diterbitkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan KeuanBan Desa;

b. ba-hwa sejalan dengan perkembangan keadaal
dan kebutuhan dalam pengaturan pengelolaan
keuangan Desa, maka peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
diubah;

bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan
hukum perubahan sebagaimala dimaksud dalam
huruf b, diperlukan pengaturan yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

Menimbang a

Mengingat : 1

c

d bahwa berdasarkan pertimbal.rgan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b da.rr huruf c,perlu menetapkan Peraturar Bupati tentarg
Perubahal atas Peraturan Bupati purworejo
Nomor 86 Tahun 2018 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalari
!i"gBlg3" Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 195O Nomor 42);
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 7, Tambahan l,embaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5495), sebagaimana
telah diubab dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a (Icmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 245,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentz^I]g
Pemerintahan Daeral (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Talun
2O2O tentalfg Cipta Keia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambaha.rl kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan PeLaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1l Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintal
Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undalg-Undang Nomor 6 Tahun
2014 te/rlar]g Desa (hmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor
6321].i

5. Peraturan Menteri Da]am Negeri Nomor 20 Tahun
2Ol8 tentang Pengelolaan Keualgan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8
Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa
(L,embaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2016 Nomor 8);

7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Ta-hun
2018 Nomor 86);
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MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaal Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Talun 2018 Nomor 86 Seri E
Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 48 Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai
trerikut:

Pasal 1

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 86
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dima-ksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Purworcjo,
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang disebut

dengan istilah lain, yang selanjutnya disebut
DINPERMASDES, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Purworejo.

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau yang
disebut dengaa istilah lain, yang selanjutnya disebut Kepali
DINPERMASDES, adalah Kepala Dinas pemberdayaan

_ Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

atau yang disebut dengan istilah lain, yanA selaniutn\a
disinSkat BPPKAD, adala} Badan pendapatanl pengelolaan

- Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten purworejo.
7. Kepala Badan Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah atau yang disebut dengan istilali lain, yang
selanjutnya disebut Kepala BppKAS, adalal Kepala BidanPendapatan, Pengelolaal Keuangan dan Asit Daerah
Kabupaten Purworyio.

8. Kecamatan adala_h Kecamaran di Kabupaten purworejo.
9. Camat adalah Camat di Kabupaten punvorejo.
10. Kepala Desa. ad-.lah Kepala Desa di Kabupaten purworejo.
ll.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang riemiliki

batas wilayal yarg-berwenang untuk mengatur darimengurus
uru san -pemerintahan, kepentingan misyarakat set;;patoeroasarkar prakarsa masyaralat, hak asal usul, dan/aiauha,k tradisionat yang diakui aan dihormati -d;;;-;G;
peme_nntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia danberada di wilayah Kabupaten purworejo.
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12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusaD
pemerintahan dar kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Pemerintah Desa ada.lah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahal Desa.

14. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat
BPD, adalal lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkar secara demokratis.

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

16, Pelaksara Pengelolaal Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PPKD, adalah Perairgkat Desa yang melaksanakan
pengelolaan keuargan Desa berdasarkan Keputusan Kepala
Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

17. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan
sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan
tugas sebagai koordinator PPKD.

18. Kepala Urusa-n, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah
Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf
Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

19. Kepala Seksi, ya::g selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat
Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang
menjalankan tugas PPKD.

20. Tim Pengelola Kegiatan, yarg selanjutnya disebut TpK
Bararg/ Jasa, adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa
untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa di
Desa.

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu b€rupa uang
dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan i.rak dan
kewajiban Desa.

22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan) pelaksanaan, penatausahaan,

- - pelaporan, dan pertanggungiawaban keuangan desa_
23. Rerrcana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang

selanjutnya disebut RpJMDesa adalah dokumen perencanaan
desa untuk periode 6 (enam) tahun

24. Rencana Keda Pe@erintah Desa, selanjutnya dis€but
RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana pembangunan
Jangka Menengah Desa untukjangka waktu I (satu) tah;n.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan' pemerintahan
Desa.

26. P_endapatan adalah semua penerimaan Desa dalam I (satu)
Y"", Tr,Sg"rT. y€rg menjadi hak Desa dan tida-k perlu
dkembalikan oleh Desa.
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2T.Belanja Desa adalah semua pengeluara-n yang merupakan
kewajibar Desa da.lam 1 (satu) tahun alggaran yang tidak
akan diterima kembali oleh Desa.

28. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dar.latau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggai'an yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaral berikutnya

29. Swadaya Masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari
masyarakat baik dalam bentuk uang, bahan/material dan non
hsik dalam bentuk tenaga dan pemikiran sebagai bentuk
partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan desa

30. Dana Desa adalah dana yarg bersumber dari Arggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yarg diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaral Pendapatan dan
Belanja Daerah.

31. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalalr
dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten
Purworejo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

32. Kelompok Transfer ada.lah dara yang bersumber dari
ADggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Proyinsi Jawa Tengah dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

33. Rekening Kas Desa adalal rekening tempat menyimpan uang
Pemerinta.har Desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan digunal<art untuk membayar seluruh prngeluaran
Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.

34. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

35. Dokumen Pelaksanaan Arggaran, yarg selanjutnya disingkat
DPA, adalah dokumen yarg memuat rincian setiap kegiatan,
alggaran yang disediakan, dal rencana penarikal dana untuk
kegiatan yang akan dilaksanalan berdasarkan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam APB Desa.

36. Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran, yang selanjutnya
disingkat DPPA, adalah dokumen yang memuat perubahan
rincian kegiatan, anggnran yang disediakan dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yanB akan dilaksanakan
berdasarkar kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan
APB Desa dan /atau Perubahan penjabaran ApB Desa.

37. Dokumen lglaksanaan Anggaran I-anjutan yang setanjutnya
disingkat DPAL, adalah dokumen yang memuat te6atan,
anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
lanjutan yang anggara-nnya berasa_l dari SiLpA tahun 

"rtgi^..r,sebelumnya.
s€lanjutnya

perencanaan

I & I t+ 4 I / llP' t

38. Rencana Alggaran Biaya pelaksanaan yang
disebut RAB Pelal<sanaan, adatah rinciar
pelaksanaan kegiatan dan anggaran biaya.
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39. Rencana Anggaran Kas Desa, yang selanjutnya disebut RAK
Desa, adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana
dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran
berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

40. Surat Permintaan Pembayaran, yang selarjutnya disingkat
SPP, adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatar
pengadaan barang dan jasa.

41. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut
Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilal<ukan melalui
swakelola dan/atau penyedia barang/j asa.

42. Penerimaan Desa adalal uang yarg berasa-l dari seluruh
pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui Rekening
Kas Desa.

43. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB
Desa melalui Rekening Kas Desa.

44. Surplus Anggaran Desa adalah setisih lebih antara
pendapatan desa dengan belanja Desa.

45. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pendapatan Desa dengan belarja Desa.

46. Sisa l€bih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut
SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran arrggaran selama satu periode anggaran.

47. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

48. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau
bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatlan
aset,mengembangkan investasi dan produktivitas,
menyedial<an jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

49. Sistem Keuargan Desa, yang selanjutnya disebut SISKEUDES,
adalah aplikasi resmi pemerintah yang merupakan alat bantu
dalam pengelolaan keuangal desa berbasis sistem informasiyang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa
melaksanaka:r tahapan pengelolaan guna meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuaagan desa.

50. Sistem lnformasi Desa, yang selanjutnya disingkaislD, adalah
seperangkat alat dan proses pemarfaatan data dan informasi

_ , untuk mendukung pengelolaan sumb€rdaya di tingkat desa.
51. Aparat Pengawas Intern pemerintah, yang selanjutnya

disingkat APIp, adalah unsur perangkit -baeran " yaig
memptrnyai tugas dan fungsi melakuka., p..rg^*""",
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah]

t t, { 1 a Lr f t- I

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


2. Ketentuan ayat (3) Pasal l0 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21 dapat dibantu oleh TPK
Barang/Jasa dan/ atau Tirn Teloris Kegiataa yang karena sifat
dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) TPK Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas, wewenarlg dan kewajiban sesuai ketentuan
pengadaal barang/ jasa di Desa.

(3) Tim Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas membantu Kaur atau Kasi dalam teknis pelaksanaan
kegiatar mulai tahapan perencanaan, pelaksanaar,
pertanggungjawaban dan petaporan antara lain:
a. bersama TPK Barang/Jasa menyusun RAB Pelaksanaan;
b. melaksanakan teknis kegiatan;
c. melaporkan perkembargan pelal<sanaan kegiatan sesuai

objek kegiatan kepada Kepala Desa melalui Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran; dan

d. menyusun dokumen hasil pelaksanaan kegiatan.

(4) Biaya operasional TPK Barang/Jasa dan Tim Teknis Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
dibebankan pada APBDesa dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan desa,

(5) TPK Barang/Jasa sebagaimana dimal<sud pada ayat (1)
be{umlah 1 (satu) Tim, dengan keanggotaan berasal dari
unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
unsur masyarakat, yang terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(6) Tim Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
berjumlah sesuai kewilayahan atau sesuai kebutuhan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa,
keanggotaan berasa.l dari unsur Perangkat Desa, Irmbaga
Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat, yang terdiri
atas
a.
b.
c.

ketua;
sekretaris; dan
anggota.
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(7) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) darr ayat
(6) yaitu pelaksana kewilayahan.

(8) Pembentukan TPK Bararg/Jasa dan Tim Teknis Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat
penyusunan RKP Desa.

(9) TPK Barang/Jasa dan Tim Teknis Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pas) 27

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan
mendesak yang berska.la lokal Desa.

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dad aktivitas

Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan te{adi berulang; dan
c. berada di luar kenda.li Pemerintah Desa.

(3) Kegratan pada sub bidang penanggulargan bencara
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan upaya
tanggap darurat akibat tedadinya bencala alam, bencana
nonalam, dan/atau bencala sosia_l.

(4) Kegratan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan
keadaan darurat karena adanya kerusakan danTatau
terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan
te rganggunya pelayanan dasar masyar.a-kat.

(5) Kegiatar pada sub bidang keadaar mendesak merupakan
upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanal dasar
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratar.
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4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, diantara ayat (l)
dan ayat (2) disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga
Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Bencana ala.rn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaiart peristiwa yalg disebabkan oleh alam antara lain
berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjt,
kekeringan, angin topan, angin puting beliung, tanah longsor,
dan kebakaral hutan/ Iahan.

(1a) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (3) adalah b€ncana yang diakibatl<an oleh peristiwa atau
rangkaiar peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal
teknologi, gagal modemisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

(2) Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(3) ada-tah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang
meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas
masyarakat dan teror.

(3) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana
a-lam, bencana nonalam dan/atau bencana sosial
sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 27 ayat (3) merupakan
qpaya tanggap darurat akibat tedadinya bencana alam,
bencana nonalam dan/atau bencana sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan berupa kegiatan
yarrg harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian
bencana untuk menangani dampak buruk yaig ditimbulkan,
meliputi:
a. kegiatan penyelamatan darr evakuasi korbal dan hana

benda;
b. pemenuhan kebutuhar dasar, perlindungan dan

pengumsan pengungsi; dan/atau
c. penyelamatar serta perbaikan/premulihan prasarana dan

sarana.

5 Ketentuan Pasa.l 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
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Pasal 29

(1) Kriteria keadaan darurat sebagaimara dimaksud dalam Pasal
27 ayaf (4) adalah adanya kerusakan sarana prasaiana
pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan bukan
karena bencana, adanya ancarnar tidak terselesaikannya
pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk
mesyarakat yang diakibatkan kenaikan harga barang/jasa
melebihi standar satuan harga barang/ jasa yang telah
ditetapkan atau sebab lainnya sehingga mengakibat-kan
tergan ggunya pelayanan dasar masyarakat.

(2) Sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain sarana dan
prasarana di bidang:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekedaan umum;
d. penataan ruarg dan perumahan rakyat;
e. kawasal permukiman; dan
f. ketenteraman, ketertiban umumr perlindungan

masyaJakat dan sosial.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
beril<ut:

Pasal 30

(1) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (5) ada_la} keadaan buruk atau kemalangan
yang tidak disangka-sangka dan memalsa untuk segera
ditargani, dipenuhi dan diselesaikannya upaya pemenuhan
kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyara-kat miskin
yang mengalami kedaruratan berupa kebutuhan pangan,
sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan/atau
pelayanan sosial, yalg apabila tidak segera ditangani akal.l
mengakibatkan risiko sosiat antara lain kematian, sakit berat,
cacat permaren, atau putus sekolah.

(2) Ikiteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Desa yang
sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap
dan/atau mempunyai sumber mata pencahariar tetap al<an
tetapi tidak mempunyai kemampuar memenuhi kebutuhan
dasal yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau
keluarganya.
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7. Ketentuan ayat (1) Pasal 3i diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 31

(1) Pelalsanaal kegiatan penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan keadaar mendesak yang berskala lokal Desa
dilakukan melalui kesepalatan dalam musyawarah Desa yang
dituangkar dalam berita acara dengan dilampiri rincian
kebutuhar dan biaya (RAB) kegiatan dan penetapannya
dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dilaporkan oleh
Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 37 diubah, diantara ayat (3)
dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b),
sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Penerimaan pembiayaar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (2) huruf a, meliputi:
a- SiLPA tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisa_hkan, kecuali

tanah dan bangunan.

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
sedikit meliputi:
a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;b. penghematan belanja; dan
c. sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

(3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunalan untuk:a. m€nutupi defisit anggaral apabila realisasi pendapatan
- lebih kecil dari pada realisasi belanja;b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanlutan; danc. mendanai kewajiban Iainnya yarg sampai dengan akhir

tahun arggaran belum diselesaikal. -

(3a) Sisa.dana kegiatan yang belum selesai dalam bentuk uangtunai.di dkhir tahun anggaran sebagaimana ai_"t"ua paJ"ayat (2) h_uruf c, wajib disetorkan ke Rekening I(a" ;;;paling lambat pada hari kerja terakhir t }r;; ;gg;;berkenaan.
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(6) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti trarsaksi
pembayaran dengan pertanggundawaban pencairan uang
panjar yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatal anggaran.

(7) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran
barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur
dajl Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyetorkan kembali
sisa uarrg panjar ke Kaur Keuangan untuk disetor ke
Rekening Kas Desa.

(8) Pertanggundawaban SPP panjar kegiatan oleh Kaur dan I(asi
pelaksana kegiatan anggarar dengan pengajuan SPP defrnitif
dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi/dokumen pengadaan
bararg/jasa.

15. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 82 diubai,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasat 82

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan ApBDesa
semester pertama kepada Bupati melalui Camat.

(2) l.a.poran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
b. laporan realisasi pelaksanaan kegiatar dan artggaran.

(3) Kepa.la Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun
beialan.

(4) Camat merekapitulasi laporan pelaksanaan ApB Desa
semester pertama dan melakukan kompilasi database
SISKEUDES untuk setanjutnya disampaikan kepada Bupati
melalui Dinpermasdes dan tembusar disampaikan kepada
BPPKAD.

(5) Penyampaian rekapitulasi laporan pelaksanaan ApBDesa
Semester Pertama dan kompilasi database SISKEUDES
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) paling lambat akhir
bula:: Juli tahun beialan berupa database SISKEUDES dan
berkas tercetak (lurdrapg ).
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(3b) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melalui penganggaran kembali dalam APB Desa tahun
anggaran berikutnya.

(4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan
dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam
penerimaan pembiayaal dalam APB Desa.

(5) Mekanisme pencairal dara cadangan sebagaimara
dimaksud pada ayat (4) melalui pemindahbukuan dari
rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun
anggaran berkenaan.

(6) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam
penerimaal pembiayaan hasil penjualal kekayaan Desa yang
dipisahkan antara lain: BUM Desa, penjualan aset/kekayaan
aset milik Pemerintah Desa yang dikerjasarnakan dengan
pihak ketiga, dan/atau investasi penyertaan modal
Pemerintah Desa.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah serta ayat (3) dan ayat (5)
dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasa.l 40

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 huruf b antara tain digunakan untuk menganggarkan
kekayaal Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam
BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa,
kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Desa.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kekayaar Desa yang dipisa_hkan yang dianggarkan
dari pengeluaran pembiayaaa dalam ApB Desa.

(3) Dihapus.

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundalg-undalgal.

(5) Dihapus.
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10. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni
Pasal 40A dan Pasal 40B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

(l) Tata cara penyerta.aD modal Desa pada BUM Desa atau BUM
Desa bersama sebagai berikut:
a. BUM Desa atau BUM Desa bersama sudah terbentuk dan

altif dengan indikator pembentukan berupa:
1. Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa atau

Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian
BUM Desa bersama;

2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM
Desa atau BUM Desa bersama; dan

3. bukti pengangkatan perangkat organisasi BUM Desa
atau BUM Desa bersama.

b. penyertaan modal Desa dapat dilakukan untuk:
1. modal awal pendirian BUM Desa atau BUM Desa

bersama; dan
2. penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa

bersama.
c. penyertaan modal Desa yang bersumber dari APB Desa

pada BUMD Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
d. penyertaan modal Desa yang bersumber dari APB Desa

pada BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan
Bersama Kepala Desa;

e. penyertaan modal Desa berupa uang dan/atau barang
selain tanah dan bangunan;

f. penyertaar modal Desa pada BUM Desa dibahas dan
diputuskan dalam musyawarah Desa;

g. penyertaari modal Desa pada BUM Desa bersama dibahas
dan diputuskan dalam musyawarah antar Desa;

h. penyertaan modal Desa untuk penambahan modat BUM
Desa atau BUM Desa bersama digunakan untuk:
1. pengembangan kegiatan usaha;
2. penguatan struktur permodalan dan peningkatan

kapasitas u saha; dan/ atau
3. penugasan Desa kepada BUM Desa atau BUM Desa

bersama untuk melaksanakal kegiatan tertentu.
i. penyertaan modal Desa disalurkan langsung kepada BUM

Desa atau BUM Desa bersama pa.ling lambat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak keputusan musyawarah Desa/
musyawarah artar Desa;

j. penyaluran langsung penyertaan modal Desa kepada BUM
Desa atau BUM Desa bersama dalam bentuk uang
ditempatkan dalam rekening BUM Desa atau BUM Desa
bersama, dibuktikan dengan bukti penerimaan uang atau
pemindahbukuan uang;

I & I , a a r IJIY u

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.52&t=9


k. penyalural langsung penyertaar modal Desa kepada BUM
Desa atau BUM Desa bersama dalam bentuk barang
dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa atau BUM
Desa bersama, dibuktikan dengan berita acara serah
terima;

L rencana penambahan modal BUM Desa atau BUM Desa
bersama disampaikan kepada musyawarah Desa atau
musyawarah antar Desa setelah dilakukan analisis
keuangan oleh penasehat, pelaksana operasional dan
pengawas BUM Desa atau BUM Desa bersarna, serta
setelah tersedianya rencana kegiatan dan dilampiri laporan
pertanggungjawaban keuajrgan penyertaan modal Desa
sebelumnya;

m. rencana penambahan moda.l Desa kepada BUM Desa atau
BUM Desa bersama dibahas dan diputuskan dalam
musyawarah Desa atau musyawarah antar Desa;

n. penambahar modal Desa kepada BUM Desa atau BUM
Desa bersama ditetapkan dalam perubahan Peraturan
Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai
anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama.

(2) Pelaporan dan pertanggungiawabannya penyertaan modal
Desa untuk modal awal pendirian BUM Desa atau BUM Desa
bersama dimuat dalam laporan rea.lisasi pertanggungjawaban
pelalsanaan APBDesa yang dicantumkan dalam lampiran
laporan keuangar, penjelasan pada catatan atas laporan
keuangan (CaLK).

(3) Pelaporan dan pertanggungiawabannya penyertaan modal
Desa untuk penambahan modat BUM Desa atau BUM Desa
bersama dicatat pada rekening penyertaan modal Desa.

(4) Penerimaan pendapatan hasil usaha berupa bagi hasil BUM
Desa atau BUM Desa bersama dianggarka; dalam kelompok
pendapatan asli desa pada rekening bagi hasil BUM Desa.

(5) Penyertaan modal Desa kepada BUM Desa atau BUM Desa
bersama dapat bersumber dari:
a. APB Desa, setelah memperhitungkan terpenuhinya alokasi

penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan
dasar masyarakat;

b. alokasi khusus dari ApB Desa yang bersumber dari bantuan
keuangan khusus; dan

c. alokasi anggaran dari ApB Desa yang disisihkan secarakhusus berdasarkan peraturan pirundang_undanran
oengan tetap berpedomar pada analisa kelavakan-
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Pasal 40B

(1) Analisis kelayakan penyertaan modal Desa untuk modal awal
BUM Desa atau BUM Desa bersama ditujukan untuk menilai:
a. adanya sumber daya alam dan/atau industri kerajinan

rumah tangga dari sebagian besar masyarakat yang
berpotensi menjadi usaha unggular;

b, adanya sumber daya manusia yang kompeten di bidang
usaha dal administrasi;

c. tertib administrasi pengelolaan BUM Desa atau BUM Desa
bersama; dan

d. adanya proyeksi laba rugi usaha, modal kerja dan investasi

(2) Ana.lisis kelayakan penyertaan moda.l Desa untuk penambahan
modal BUM Desa atau BUM Desa bersama ditujuka-n untuk
menilai:
a. laporan tahunan BUM Desa atau BUM Desa bersama yang

paling sedikit memuat:
1. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi

keuangan alhir tahun buku yang baru berakhir darr
perhitungan laba rugi dari tahun buku yang
bersangkutan serta penjelasannya;

2. laporar posisi keuargan da-n perhitunga! laporar laba
rugi konsolidasi dari unit usaha BUM Desa atau BUM
Desa bersama;

3. Iap,oran mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa atau
BUM Desa bersama serta hasil yang telah dicapai;

4. kegiatan utama BUM Desa atau BUM Desa bersama dan
perubahan selama tahun buku;

5. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang
memengaruhi kegiatar BUM Desa atau BUM Desa
bersama; dan

6. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana
operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian
nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama
tahun buku yang baru berakhir.

b. analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan datam
rangka perencanaan penambahan modal Desa;

c. kelayakal usaha melalui hasil analisis terhadap kelayakan
ekonomi, ana.lisis pasar dan pemasaran, analisii kelavakan
keuangan, dan analisis aspek pendukung tain seperti
ketersediaan dan kemampuan teknologi, keriersediaan'dan

. skala sumber daya alam, manusia, sosial, dan budaya;
d. analisis investasi usaha BUM Desa atau BUM-Desa

!9rsama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kineria
BUM Desa atau BUM Desa bersama;

e. usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama dari pengelolaan
sumber daya alam dan/atau industri kerqjina"" *_"f,tan-gga. sebagian besar masyarakat menuniuklalperkembangan yang baik yan! di[hat J* ';;?"
peningkatan produksi dalr pemasaran;
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f. Iaporan keuangan tidak delisit berdasarkan analisa
kelayakan usaha oleh pengawas dan Pemerintah Desa;

g- gaji/honor pelaksana operasional atau pengurus berasal
dari keuntungan usaha;

h. proyeksi pendapatan dan biaya dalam posisi sama (0) paling
sedikit dalam 2 (dua) tahun atau sesuai perhitungan; dan

i. proyeksi pembagian hasil usaha BUM Desa atau BUM Desa
bersama pada tahun ketiga atau sesuai perhitungan

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 42

(l) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimala dimaksud dalam
Pasal 41 dilalukan dengan Basis Kas.

(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan
dari Rekening Kas Desa.

(3) Pengelolaal keuangal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan SISKEUDES secara daring (onrine,l.

12. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 50 diubah dar di antara ayat (5)
dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga
Pasal 5O berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa
apabila tedadi:
a. penambahar dan/atau pengurangan dalam pendapatan

Desa pada tahun anggaran berjalan;
b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan

anggaran tahun be{alan yang akan digunakan dalam
tahun berkenaar;

c. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan
pergeseran artar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan,
antar jenis belalja, atau antar objek belanja;

d. keadaan yang menyebabkan SiLpA tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran beialan;

e. peristiwa khusus, seperti: bencana alam, bencana nonalam
krisis politik, krisis ekonomi, keadaan darurat dan/atau
bencana/ kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/
atau;

f. perubahan mendasar atas kebijakal pemerintah pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau pemerintah
Daerah.
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(2) Apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangar dalam
pendapatar Desa pada tahun berjalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keadaan yang
menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran
dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan.

(3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun anggaran bedalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufd, dapat berupa:
a. membayar bunga dan/atau pokok utarg dan/atau

obligasi desa yang melampaui anggaran yang tersedia;
b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan/atau pokok

utang;
c. mendarai program dan kegiatan baru dengan kriteria

baru diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam tahun anggaran be{alan; dan

d. mendanai kegiatan yang capaian target kinedalya
ditingkatlan dari yang tetah ditetapkar semula dalam APB
Desa tahun anggaran bedalan yang dapat diselesaikan
sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran
dalam tahun arggaran berjalan.

(a) Yang dimaksud dengan tedadi peristiwa khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

pemerintah desa dan tidak dapat dipredilsikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa; dan
d. memiliki dampak yang signifrkan terhadap anggaraa dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan dalurat.

(5) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaian, kecuali dalam keadaan luar
biasa atau yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

(5a) Ikiteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) artara lain,
a. bencana alam/ nonalam, bencana sosial, krisis politik,

krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan;

b. perubahan kebijakan mendasal dari Pemerintah Pusat/
Pemerintah Daerah terkait penambahan dar/atau
pengurangal dalam Pendapatan Desa tahun berjalan;

c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas
Desa berdasarkan kebijakar Pemerintah, pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, atau Pemerintah Daerah, termasuk
adanya Bantuan keuangan yarrg bersifat khusus; dan
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d. keadaan yang menyebabkar estimasi pcnerimaan
dan/atau pengeluaran dalam APB Desa yang mengalami
kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima
puluh persen) selisih gap kenaikan antara pendapatan dan
belarja APB Desa.

(6) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB
Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 51 diubal dan di
antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
(2a), sehingga Pasal 5l berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubalan terhadap
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebelum ranc.rngan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dila-kukan
apabila terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan

Desa pada tahun anggaran be{alan;
b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilal<ukan

pergeseran antar objek belanja, antara lain untuk
pcnanggulangan bencana alam dan nonalam, keadaan
darurat, dan keadaan mendesak/ luar biasa; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksalakan dalam tahun
anggaran beda-lan.

(2a) Perubalan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang
perubahan penjabaJan APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan perubahan
DPA dan/atau perubahan RAB Pelaksanaan.

(3)

(4)

Kepala Desa memberitahukan kepada BpD mengenai
penetapar Peraturan Kepa]a Desa tentang perubahan
penjabaran APB Desa dan selanjutnya mtnyampaikan
kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai
Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan penjabaran-ApB
Desa.

D alam hal penyaluran bantuan keuargan dan/atau dana
lainnya ke Pemerintah Desa diterima set;lah peraturan Desatentang Perubahan APB Desa ditetapkan, mal<a
pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan perubahan
Peratu,rar Kepala Desa tentang Fenjabaran perubahar ApB
Desa dan diikuti perubahan DPA din/atau perubahan RAB
Pelaksanaan.
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(5) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu
kesatuan Peraturan Desa tentang l,aporan
Pertanggungiawaban Realisasi APB Desa pada l,aporan
Keuangal Desa yang dijelaskan da-lam Catatan atas L€.poran
Keuangan (CaLK).

14- Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 68 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasa.l 68

(1) Pembayaran uang panjar kegiatan sebagaimana dimaftsud
dalam Pasa.l 67 dapat diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a.jumlah uang panjar yang dapat diberikan paling banyak

sebesar Rp1O.OOO.0OO,00 (sepuluh juta rupiah) atau paling
banyak 5% (tima persen) dari jumlah nilai pagu kegiatar;

b. penggunaan dan pertanggungiawaban uang panjar paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak uang panjar diterima;

c. sisa uang panjar disetorkan kembali ke Kaur Keuangan
bersama dengan pertarggungiawaban uang panjar; dan

d. uang panjar tidak boleh diberikan untuk kegiatan yang
sama sebelum ada pertanggundawaban atas uang panjar
sebelumnya.

(2) Batas waktu penggunaan dan pertalggungjawabakan uang
panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberlakukan untuk pembayaral pengadaan barang/ jasa
dan/atau pelaksanaan kegiatan oteh Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggarar beserta penyusunar pertanggungjawaban
penggunaan uang panjar.

(3) Dalam hal penggunaan dan pertanggungiawaban uang panjar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan dalam
waktu l0 (sepuluh) hari kega sejak uang panjar diterima,
maka Kaur dar Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib
mengembalikan uartg panjar yang sudah diterima kepada
Kaur Keuangan untuk selanjutnya disetor ke Rekening Kas
Desa.

(4) Kaur_Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku
pembantu panjar.

(5) Kaur dan Kasi pelaksala kegiatar anggaran menyampaikan
pertanggungiawaban pencairan uang panjar sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) berupa bukti transaksi p"--bar"r^r,
pelaksanaan kegiatan dan/atau pengadaan b.r 

"j7i.sakepada Sekretaris Desa.
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16. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa.l 83

(1) Camat menyampaikal laporan konsolidasi pel,aksanaan
APBDesa kepada Bupati melalui Dinpermades paling l,ambat
minggu pertama bulan Agustus tahun beialan.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
berupa dokumen eleldronik lsofiapgl dan dokumen fisik
(hardapgl.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkar di Purworejo
pada tanggal 13 qdob6! 2021

D

I
BUPA PURWORE^rOl

TAGUS 
BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 olt oter :121
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